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Abstract  

The practice of working agreements for a specified period in Indonesia still faces many problems and 
obstacles in the field. This raises the question of whether the implementation of PKWT is in accordance 
with statutory regulations or vice versa. The purpose of writing this journal is to determine the 
implementation of the work agreement for a certain period of time made by the employer whether it is in 
accordance with statutory regulations or not. This research uses empirical normative research method. 
The results of this study, the researcher found that the practice of fixed-time working agreements in the 
field still contradicts existing laws and regulations. This is because the Manpower Law is still unable to 
accommodate the risk if one of the parties to the agreement ends the working relationship unilaterally 
before the agreed period ends. This has led to confusion in the claim for compensation against the party 
who canceled the agreement. This condition is not conducive to creating jobs that are conducive to 
protecting the rights of workers and employers themselves. 

Keywords: Employment agreement; Worker Rights; Contracting Principle  

Abstrak 

Praktik Perjanjiannkerja untukkwaktu tertentui(PKWT) di Indonesia masih menemui banyak permasalahan 
dan hambatan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan PKWT telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya. Tujuanidari penulisanijurnal inimyaitu 
untukmmengetahui penerapan perjanjiannkerja waktuntertentu yanggdibuat pihak pemberi kerja apakah 
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian ini, Peneliti menemukan bahwa praktik Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu di lapangan masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini 
dikarenakan UU Ketenagarkerjaan masih belum mampu mengakomodir mengenai resiko apabila salah satu 
pihak dalam perjanjian mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum jangka waktu yang 
diperjanjikan berakhir. Hal ini menimbulkan carut marut dalam penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang 
membatalkan perjanjian tersebut yang. Kondisi ini tidaklah kondusif dalam menciptakan lapangan 
pekerjaan yang kondusif terhadap perlindungan hak-hak pekerja maupun terhadap pemberi kerja sendiri. 

Kata Kunci: Perjanjian Kerja; Hak Pekerja; Asas Berkontrak 

 
A. PENDAHULUAN 

Dalamiproses perekrutan kerjaadi suatu perusahaan pasti terdapat beberapa tahap yang harus 

dilalui, dan tahap akhir dari serangkaian proses tersebut yaitu dengan penandatanganan perjanjian. 
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Perjanjianiyang dimaksudiadalah perjanjianiyang melibatkaniduaipihak, yaituipihak pemberiikerja 

dannpihak yanggmelakukan pekerjaanisesuai denganiperjanjian yangidiadakan. Sebagaiidasarrdari 

hubungannhukum yanggdimaksud adalahoperjanjianmkerja. Sehinggaiyang dimaksud ddengan 

hubunganikerja adalahssuatu hubungannyangmdilakukan..oleh..minimumi2 (dua) subyekihukum 

mengenaiisuatuipekerjaann(Wijayanti, 2006). Subyekihukumiyanggmelakukannhubunganmkerja 

adalahipengusahaiatau pemberiikerja denganipekerja/buruh. Hubungannkerjaimerupakan intiidari 

hubungannindustrial. Padaidasarnya hubungannkerja adalah suatu hubungannyang mengaturidan 

memuatihak dannkewajiban antaraipekerja atauiburuh dannpengusaha. Dalamikonteksihubungan 

kerja, kewajibanipara pihakkberlangsungisecara timballbalik. Sebagaimana yangidinyatakan oleh 

BahderiJohaniNasution bahwaikewajibannpengusahaimerupakannhak dari pekerjaiatauiburuh, dan 

sebaliknyaakewajibanipekerjaiatau buruhiadalah hakipengusaha (Nasution, 2004). Oleh karena itu 

jikaiterjadi pelanggarannkewajibaniyangitelah diaturiperaturanperundang-undanganiatauiperjanjian 

kerja,amasing-masing pihakidapat menuntutipihakilainnya. 

Perjanjianikerja yaitu suatu perjanjianiyang dibuatiantaraipekerja/buruhh(karyawan)idengan 

pengusahaiatau pemberiikerja yanggmemenuhiisyarat-syaratikerja, hakidan kewajibaniparaipihak 

sebagaimanaayangidisebutkanidalamiPasall1iayati(14) Undang-UndangiNomor 13 tahun 2003 

TentangiKetenagakerjaann(Djumialdi, 2010). Dalam pembuataniperjanjianikerja, hal yang 

terpentingiyaituiharus mencantumkannjenis perjanjianikerja untukipekerja atauuburuh.  

Penelitian ini memfokuskan kajianya kepada pembahasan terhadap Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dan menganalisa salah satu perjanjian kerja atau kontrak kerja yang dibuat oleh salah 

satu perusahaan swasta dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan teori serta asas hukum kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

Berdasarkan analisa penulis terhadap salah satu kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan swasta yaitu 

CDS dan pekerja, penulis menemukan gap antara Das Sollen dan Das Sein dalam perjanjian kerja 

untuk waktu tertentu (kontrak) yang dibuat oleh CDS dimana Das Sollen meliputiiUU No 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya pada Pasal 61 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dimana 

mengatur tentang pengalihan perusahaan yang disebabkan pengusaha meninggal, perusahaan dijual, 

diwaris atau hibah, tidak akan memengaruhi hubungan kerja. Sementara pada kenyataannya atau Das 

Sein nya di dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh CDS tepatnya pada pasal 3 poin 4 bertentangan 

dengan Pasal 61 ayat (2). Selain itu pada Pasal 3 perjanjian kerja tersebut tidak mengatur tentang ganti 

rugi dalam hal apabila salah satu pihak dalam perjanjian mengakhiri hubungan kerja sebelum 
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berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak yang 

mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah 

pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003. 

Karena adanyaigap antara Das Solen dan Das Sein terkait dengan PerjanjiannKerjaiWaktu 

Tertentuiyang dibuattoleh CDS, makaadari penelitian ini meneliti tentang implementasi Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

Perjanjian diatur didalam Pasalo1313 Kitab UndanggUndang HukumnPerdata yang menentukan 

bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara satu subjek hukum perdata yang 

mengikatkan dirinya terhadap satu subjek hukum perdata lainnya. Hukumiperjanjian merupakan 

hukumiyang terbentukkakibat adanyaisuatu pihak yangimengikatkan dirinyaakepadaipihak lainn. 

Atauidapat jugaadikatakan hukumnperjanjian yaitulsuatu hukumiyangoterbentuk akibatiseseorang 

yanggberjanji kepadalorang lainnuntuk melakukannsesuatuihal atau perbuatan. Untuk itu keduaabelah 

pihakktelah menyetujuiiuntuk melakukanisuatuiperjanjian tanpaaadanya paksaanamaupun 

keputusaniyang hanyaabersifat satuipihak. Teori perjanjian menjelaskan bahwa ada 4 

syaratosahnyaiperjanjian yanggdiatur di dalamnPasall1320 KUH Perdataa(H.S, 2011) 

Asasikebebasan berkontrakiadalah suatuiasasiyangimemberikannkebebasan kepadaapara 

pihakkuntuk membuat ataupun tidak membuat suatu perjanjian, membuat ataupun mengadakan 

perjanjian dengan siapapunn, menentukan isi dari perjanjian pelaksanaan dan persyaratannya, serta 

menentukan bentuk dari perjanjian itu sendiri bisa tertulis ataupun lisan (Miru, 2010). 

Asas ini menerangkan bahwa kesepakatanipara pihakiitu mengikatisebagaimana layaknya 

undang-undangibagi paraipihak yanggmembuatnya. Karenaiadanya janjiitimbul kemauan bagiipara 

pihak.untuk salingnberprestasi, makaiada kemauannuntuk salinggmengikatkan diri. 

Terjadinyaoperbuatan hukumnditentukan berdasarkannkataisepakat, denganiadanya konsensussdari 

paraapihakiitu, makaakesepakatan ituimenimbulkan kekuatannmengikat perjanjiannsebagaimana 

layaknyaiundang-undangi(pacta sunt servanda) (Adole, 2010). 

AsasiKonsensualisme diatur dalamiPasal 1320oayat (1) KUH.Perdata. Menurut asassini 

perjanjiannharus didasarkannpada konsensusiatauikesepakatan.dari pihak-pihakmyang 

membuatiperjanjian. Denganiasasikonsensualisme, perjanjianidikatakan telahhlahirijika adaikata 

sepakattatau persesuaianikehendak diantaraipara pihak yang membuat perjanjian tersebut. 

Berdasarkannasas konsensualismeiitu, menganut paham bahwaasumber kewajibanmkontraktual yaitu 
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dengan bertemunya kehendakk(convergence of wills)iatau konsensusipara pihakkyang 

membuattkontrak. 

Asasiitikad baikidiatur dalamiPasalo1338 ayat (3) KUHiPerdata.  Asassitikad baikimerupakan 

asassbahwa paraapihak, yaituhpihak krediturodan debituroharus melaksanakannsubstansi 

perjanjianiberdasarkan kepercayaannatau keyakinannyang teguhhatau kemauannbaik dariopara pihak. 

Yang ditekankan dalam asas ini adalah kejujuran, kejujuran para pihak yang ada atau yang membuat 

perjanjian tersebut. 

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini memfokuskan kajiannya 

terhadap permasalahan implementasi Undang-UndangoNo 13 Tahunm2003 tentangnKetenagakerjaan 

terhadapiperjanjiannkerja waktuitertentunyang dibuat oleh CDS dan mengenai penerapan teori dan 

asas hukum kontrak dalammperjanjian kerjaawaktu tertentuiyang dibuatooleh CDS. 

Adapun telah adaibeberapa penelitianiatau tulisanisebelumnya yangnjuga membahasitentang 

PerjanjianiKerjaiUntukiWaktu Tertentui(PKWT). Penelitianiyangidilakukan oleh Yopi Ari Pratama, 

S.H meneliti tentang implementasi perjanjian kerjanwaktu tertentu karyawaniperusahaanndi PT. 

BusanaiMulya TextileiKaranganyar dan Problematika yang muncul dalamoperjanjian kerjaiwaktu 

tertentuupadaikaryawan di PT. Busana Mulya Textile Karanganyar (Pratama, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Fitriatus Shalihah yang meneliti tentng 

pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak dalam PKWT yang mana hasil penelitian yaitu 

belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang dan rasa keadilan. (Shalihah, 2016). Sedangkan 

penelitian yang dilakukannoleh peneliti Aurelia Giani mengkaji tentang Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 

133/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan serta akibat hukum dari Putusan Hakim Pengadilan Penyelesaian Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 133/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST 

terhadap status pekerja (Giani, 2017). 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas 

mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pembuatan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan menggunakan pisau analisis berupa asas-asas berkontrak yang 

dianut di dalam KUH Perdata. 
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B. METODE PENELITIANm 

Jenis penelitian yanggdigunakan dalamnpenulisan ininyaitu penelitiannnormatif-empiris 

dimana menggunakannstudi kasusinormatif-empiris berupaaproduk perilakuuhukum. 

Pokokikajiannya adalahipelaksanaan atauiimplementasi ketentuannhukumipositif dannkontrak 

secaraafaktual padaasetiap peristiwaahukum tertentuuyang terjadi dalam masyarakatnguna 

mencapai tujuannyang telahhditentukan.  Dalam jurnal ini pokok kajiannya adalah Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) dari CDS dan penulis akan menganalisa dengan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan serta teori dan asas asas hukum kontrak. Bahan hukum yang digunakan 

adalahibahan hukumnyangidiperoleh melalui dariibuku kepustakaan, artikell, serta 

peraturannperundang-undangan yanggberkaitan dengan Perjanjian KerjanWaktuuTertentu 

(PKWT). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi Undang-UndangnNo 13 Tahunn2003 Terhadap PerjanjiannKerja Waktu 

Tertentu YangnDibuat OlehiCDS 

PerjanjiannKerja diatur di dalamnPasal 1aayat (14)iUndang-Undang No.13 Tahuni2003 

tentangiKetenagakerjaanmyangndimaksud denganiperjanjian kerjammerupakanmperjanjian 

antaraipekerja/buruhndengan pengusahaiatau pemberiikerja yangnmemuat syaratikerja,ihak, 

danikewajiban paraapihak. Padaidasarnya perjanjiannkerja hanyaidilakukan olehikedua belah 

pihaknyakni pengusahaiatau pemberiakerja dengannpekerja atauiburuh. Mengenainhal-hal 

apaisaja yanggdiperjanjikan diserahkannsepenuhnya kepadaikedua belahnpihak yakninantara 

pengusahaiatau pemberinkerja dan pekerjaaatauiburuh. Apabilaosalah satuodari paraopihak 

tidaknmenyetujuinya makaipada ketentuannyaitidak akaniterjadi perjanjiannkerja, karena 

padaoaturannya pelaksanaaniperjanjian kerjanakan terjalinndengan baiknapabilaisepenuhnya 

keduaibelah pihakosetuju tanpaaadanyaipaksaan. 

Undang-UndangnNomor 13iTahun 2003 tentangnKetenagakerjaan membagi pekerjaan 

menjadin2 jenis yaituiPerjanjiannKerja untukkWaktu Tertentui(PKWT) dan PerjanjiannKerja 

untuknWaktu TidaknTertentu(PKWTT) (Tunggul, 2009). DalamnPasal 56 ayat (2)nUU 

Ketenagakerjaanomengatur bahwaaperjanjian kerjaauntuk waktuutertentuudidasarkannatas 

jangkaiwaktu atauiselesainya suatu pekerjaanitertentu. Berdasarkan..Pasal..1..angka..1 

KeputusannMenterinTenagamKerjaadannTransmigrasiiRepublikmIndonesiamNomormKEP. 
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100/MEN/VI/2004 TentangmKetentuannPelaksanaannPerjanjian KerjaaWaktuuTertentu 

(“Kepmenakertrans 100/2004”), pengertiannPerjanjiannKerja WaktuuTertentui(“PKWT”) 

adalah perjanjiannkerja antaraapekerja atau buruh dengannpengusahaauntuk mengadakan 

hubungannkerja dalamiwaktu tertentuiatau untukkpekerjaanitertentu. 

Di dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh CDS dengan salah satu 

pekerjanya terdapat point-point atau ketentuan yang menurut penulis kurang lengkap dan ada 

yang menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan. Misalnya 

yaitu pada pasal 3 poin 4 yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak antara 

pihak pertama kepada pihak kedua jika Pihak Pertama dalam hal ini perusahaan berada dalam 

situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk memperkerjakan Pihak Kedua akibat 

memburuknya kinerja Perusahaan, bunyi klausula ini dianggap bertentangan dengan pasal 61 

ayat (2) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana pasal tersebut 

menyatakan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila adanya pekerja yang meninggal dunia, telah 

berakhirnya jangka waktu dari perjanjian kerja, terdapat putusan pengadilan atau penetapan dari 

lembagaa penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap, serta adanya keadaan ataupunnkejadian tertentuiyang dicantumkanndalam 

perjanjianikerja, peraturanoperusahaan,atauoperjanjian kerjaobersama yanggdapat 

menyebabkaniberakhirnya hubungannkerja. 

Kedua yaitu perjanjian kerja akan berakhir apabila meninggalnya pengusaha atau 

beralihnyaahak atasaperusahaan yangidisebabkannpenjualan,ipewarisan,iatau hibah. Yang 

ketiga jika terjadi adanya pengalihanmperusahaan makamhak-hak pekerja atau buruhimenjadi 

tanggung jawab pengusahanbaru, kecualiiditentukanilainndalamiperjanjian pengalihaniyang 

tidakimenguranginhak-hakipekerja/buruh. Ketiga, jika terdapat pengusaha, orang perseorangan 

meninggalidunia, ahli warisipengusaha dapat mengakhirinperjanjian kerja 

setelahnmerundingkan denganipekerja/buruh. Keempat, jika ada pekerja atau buruh 

meninggalodunia, ahli waris dari pekerja ataupun buruh berhaknmendapatkannhak-haknya 

sesuaiidengan peraturannperundang-undangan yangnberlaku ataunhak-hak yanggtelahidiatur 

dalamnperjanjianikerja, peraturannperusahaan, atauuperjanjianikerjaabersama. 

Padaapasal 3 point 4 yangnada diidalam perjanjiannkerja waktuutertentuiCDS dianggap 

masih terlalu ambigu untuk ditafsirkan dannbertentanganidengan pasali61 ayati(2) sampai (5) 

UU Ketenagakerjaan, seharusnya lebih dijabarkan lagi pada kata “Kondisi yang tidak 
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memungkinkan akibat memburuknya kinerja perusahaan” yang dimaksud seperti apa karena 

menurut pasal 61 ayat (2) sampai (5) UU Ketenagakerjaan walaupun perusahaan mengalami 

pailit atau dijual dan dipindah tangankan tidak akan mempengaruhi hubungan kerja. 

Meskipun ada ketentuan lainndalam perjanjiannpengalihan yangitidak mengurangiihak-

hakkpekerja atau buruh. Jika pengusahaoorang perseorangannmeninggalndunia, ahlinwaris 

pengusahandapat mengakhirinperjanjian kerjaasetelah merundingkanndengan pekerja atau 

buruh. Demikiannjuga, dalamihal pekerja atau buruh..meninggalmdunia, ahlimwaris pekerja 

atau buruhnberhak mendapatkannhak-haknyaisesuai dengannperaturannperundang-undangan 

yangiberlaku atauihak-hak yangitelah diaturgdalam perjanjiannkerja, peraturannperusahaan, 

atauiperjanjiannkerja bersamai(Sunarno, 2009).  Tetapi dalamnpasal 3 point 4 perjanjian kerja 

tersebut penulis berpendapat bahwa klausala dalam pasal tersebut kurang menjelaskan secara 

spesifik dan tidak mengatur hak-hak yanggakan didapatkannoleh pekerjaajikaaterdapat 

pemutusanihubunganikerja karena perusahaan pailit atau yang lainnya. 

Selain itu pada Pasal 3 perjanjian kerja tersebut tidak mengatur tentang ganti rugi dalam 

hal apabilaisalah satumpihak dalammperjanjian mengakhiri hubunganmkerjamsebelum 

berakhirnyaajangka waktuuyang ditetapkanndalam perjanjiannkerja waktuutertentu, maka 

pihakiyang mengakhiriihubungan kerjamdiwajibkan membayarmganti rugiikepadampihak 

lainnyamsebesar upahmpekerjaatau buruh sampai dengan batas waktumberakhirnya jangka 

waktuiperjanjian kerjamsebagaimana yanggtelah diaturrdalammPasal 62nUU No. 13iTahun 

2003 yang menyatakan: “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum 

berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau 

berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 

(1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak 

lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian 

kerja.” 

 

2. Penerapan Teori Dan Asas Hukum KontraknDalamnPerjanjiannKerja WaktuiTertentu 

YangsDibuat Oleh CDS. 

Menurut teori perjanjian, Perjanjianndirumuskan dalamnPasal 1313 KUH Perdatanyang 

menentukannbahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  Perjanjianniniimerupakan 
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suatuiperistiwa hukumndimana seoranggberjanji kepadaaorang lainaatau duaaoranggsaling 

berjanjiiuntuk melakukannatau tidakkmelakukanisesuatu. Teori perjanjian menjelaskan bahwa 

ada 4 (empat) syaratnsahnya perjanjiannyang diaturndi..Pasal 1320 KUHnPerdata (Khakim, 

2003) 

BerdasarkannPerjanjian KerjanWaktu Tertentui(PKWT) CDS telah memenuhi teori 

perjanjian karena perjanjianntersebut sudah memenuhiisyaratisahnya perjanjianisesuai dengan 

pasal 1313 KUHPerdata. Dalam suatu perjanjian haruslah adaikesepakatan.keduaibelahipihak. 

Hal ini dapat dilihat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) CDS merupakan perjanjian 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dari perusahaan maupun dari pekerja hal ini 

dibuktikan dengan dibuatnya perjanjian tersebut dan terdapat kalusula-klausula atau pasal pasal 

yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. 

Suatu perjanjian juga menuntut adanya kecakapaniuntuk melakukaniperbuatanihukum. 

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso 

yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut 

hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan 

menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang 

menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap (Soeroso, 2010). Ukuran kedewasaan adalah 

telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) CDS para pihak sudah cakap hukum dalam melakukan sebuah perjanjian cakap hukum 

disini para pihak sudah berumur lebih dari 21 tahun dan bisa melakukan tindakan hukum, maka 

perjanjian yang dilakukan tersebut bisa dianggap sah. 

Suatu perjanjian haruslah memperjanjikan suatuihal tertentu. Yang dimaksud suatu hal 

atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang 

menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya 

pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa 

ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Prestasi yang dimaksud 

menurut pasal 1234 KUHPer yaitu terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan 

(3) tidak berbuat sesuatu. Di dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja waktu tertentu tersebut 

terdapat perjanjian mengenai pihak kedua atau pekerja  harus mengerjakan sesuatu yaitu sebagai 

desainer dari perusahaan tersebut dimana dari pekerjaan yang dilakukan itu pekerja akan 
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mendapatkan prestasi berupa upah/gaji sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 perjanjian 

tersebut yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00 dibayar setiap akhir bulan. Jadi PKWT tersebut 

memenuhi syarat yang ketiga ini. 

Dalam KUHPerdata tidak mengatur mengenai kuasa halal tetapi didalam Pasali1337 

KUHiPerdata hanyaimenyebutkan kausa yangeterlarang. Suatuisebab bisaidiartikan 

terlarangiapabila bertentanganidenganiUU,ikesusilaan, daniketertibaniumum. Jadi 

yangndimaksudnsebabnyangnhalalmadalah bahwamisimkontrakmtersebutmtidak 

bertentanganidengan peraturaniperundang-undangan. Di syarat yangike empat ini sesuai dengan 

pembahasan yang pertama bahwa di dalamiPerjanjian KerjaiWaktu Tertentui(PKWT) yang 

dibuat oleh CDS ada beberapa pasal di dalam perjanjian yang bertentangan dengan Undang-

UndangiKetenagakerjaan tepatnya pada pasal pasal 3 point 4 yang ada di dalam perjanjianikerja 

waktuitertentu CDS yang bertentangan dengan pasali61 ayati(2) sampai dengan ayat (5) Undang-

UndangiKetenagakerjaan sebagaimana yangitelah dijelaskan di dalam pembahasan rumusan 

masalah yang pertama. Jadi untuk syarat yang ke empat ini penulis menilai bahwa perjanjian 

kerja waktu tertentu yang dibuat oleh CDS belum sepenuhnya memenuhi syarat adanya kuasa 

halal dikarenakan pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian tersebut belum semuanya memenuhi 

syarat ini. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa PerjanjianiKerjaiWaktuiTertentui(PKWT) yangidibuat 

olehiCDS denganipekerja sudah memenuhi teori perjanjian yang tepatnya pada pasal 1313 

KUHPer tetapi dalam hal syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan diatas 

PerjanjianiKerjaiWaktuiTertentui(PKWT) yang dibuat oleh CDS belum sepenuhnya memenuhi 

ke empat syarat tersebut yaitu pada syarat adanya kuasa halal. Selain teori-teori diatas Suatu 

perjanjian atau kontrak dapat dikatakan sudah baik jika memenuhi asas-

asasidalamihukumikontrak. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, dimana 

paraipihaknyang ada di PerjanjianiKerjaiWaktuiTertentu CDS bersepakat untuk membuat 

perjanjian kerja yang dibuktikan dnegan dibuatnya perjanjian kerja tersebut tercantum di dalam 

pasal 7 angka 1 perjanjian dan isi perjanjian tersebut ditentukan oleh kesepakatan 

keduaibelahipihakhdan dituangkan di dalamkperjanjianiyang tertulisidan ditandaitangani 

olehikedua belahipihak. 

Yang kedua adalah, asassmengikatdsebagai undang-undang (PactaiSun Survenda). 

Menurutiasas iniikesepakatan paraapihakaituamengikatmsebagaimanamlayaknya undang-
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undangbbagi paraipihak yangimembuatnya. Dan perjanjian kerja ini bersifat mengikat dan 

mempunyaiikekuatan hukumiyang samaidan perjanjianiini digunakan sebagai acuan bagiikedua 

belah pihakksebagaimana diatur dalam pasal 7 perjanjian tersebut. 

Yang ketiga adalah asas konsensualisme yang diatur dalam Pasall1320 ayatl(1) KUH 

Perdata. Menurut asas ini perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari 

pihak-pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat oleh CDS 

dan pekerja lahir karena ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.  

Yang keempat adalah asasiitikadibaik yang diatur dalamiPasali1338 ayati (3) 

KUHiPerdata. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu CDS dibuat atas dasar kepercayaan dan 

keyakinan dari masing-masing pihak. 

Jadi berdasarkan analisis penulis diatas terkaitidenganvasas-asas hukumnkontrak terhadap 

PerjanjianiKerja Waktu Tertentu (PKWT) yangidibuat oleh CDS sudah memenuhi ke empat asas 

tersebut tetapi meskipun sudah memenuhi ke empat asas tersebut masih terdapat penyimpangan 

dari substansi perjanjian itu sendiri sebagaimana yang telah di jelaskan oleh penulis diatas. 

 

D. SIMPULAN 

Dari pembahasan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa PerjanjiannKerja 

WaktuiTertentuiyangidibuatioleh CDS dengan salah satu pekerjanya terdapat penyimpangan pada 

pasal 3 poin 4 yang bertentangan dengan pasali61 ayati (2) sampai denganiayat (5) Undang-

UndangiKetenagakerjaan sebagaimana yangitelah dijelaskan dalam pembahasan diatas. Pasal 3 

perjanjian kerja tersebut tidak mengatur tentang ganti rugi dalam hal apabilaisalah satuipihak 

dalamiperjanjian mengakhiriihubungan kerjaisebelumvberakhirnya jangkaiwaktu yangiditetapkan 

dalamiperjanjian kerjaiwaktuitertentu, sebagaimana yangitelah diaturidalam Pasali62 UU No. 

13iTahun 2003. Bahwa PerjanjianiKerja WaktuiTertentui(PKWT) yang dibuat oleh CDS dengan 

pekerja sudah memenuhi teori perjanjian yang tepatnya pada pasal 1313 KUHPer tetapi dalam hal 

syarat sahnya perjanjian belum sepenuhnya diterapkan yaitu pada syarat adanya kuasa halal,  dan 

ke empat asas-asas hukum kontrak sudah diterapkan dalam perjanjian tersebut. 
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